BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 640 /oy [ 1023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG

Ménimbang

Mengingat

NEGARA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

BUPATI KENDAL,_

a. bahwa guna mewujudkan transparansi, rasionalitas,

objektivitas, dan akuntabilitas dalam ~menghitung biaya

- kegiatan pembangunan bangunan gedung negara di

lingkungan  Pemerintah Kabupaten Kendal, maka sesuai
Ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
dan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang  Kabupaten - Kendal  Nomor
600/767/DPUPR tanggal 9 Februari 2023 perihal
Pembuatan Surat Keputusan Bupati Kendal tentang
Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
Bangunan Gedung Negara Kabupaten Kendal Tahun 2023,
maka perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi
Bangunan Gedung Negara Kabupaten Kendal Tahun 2023
dengan Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Standar. Harga Satuan Tertinggi

'Bangunan Gedung Negara Kabupaten Kendal Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan . Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

‘Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan



.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841},

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat I[I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
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Menetapkan
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Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
176);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 6};

MEMUTUSKAN

Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara
Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara
Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU scbagai Pedoman Harga Tertinggi
untuk penyusunan anggaran, pelaksanaan Kkegiatan,
pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan
bangunan gedung negara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
_Padartanggal {0 tviatce 2023

/" BUPATI KENDAL,

. DICO'M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Inspektur Daerah Kabupaten Kendal,
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten

. &
2.

3.
4

Kendal;

Kepala Badan Keuangan Dacrah Kabupaten Kendal;

Arsip.




